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[bookmark: _Toc232115442]A.  	Latar Belakang Masalah
Dalam kehidupan sehari-hari, hukum pidana hadir untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat menyakiti, melukai, atau menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Karena itu, setiap bentuk kekerasan tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa, melainkan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[footnoteRef:1] [1:  Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 55.] 

Salah satu tindak pidana yang masih kerap dijumpai dalam masyarakat adalah penganiayaan. Perbuatan ini terjadi ketika seseorang secara melawan hukum menyerang atau menyakiti tubuh orang lain hingga menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan. Dalam kenyataannya, penganiayaan tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga meninggalkan tekanan batin, trauma, dan rasa takut yang dapat berlangsung dalam waktu lama.[footnoteRef:2] [2:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 171.] 

Perempuan merupakan salah satu kelompok yang rentan menjadi korban penganiayaan. Kerentanan ini dapat muncul karena hubungan pribadi dengan pelaku, kondisi lingkungan, posisi sosial, serta adanya ketimpangan relasi kuasa. Oleh karena itu, ketika perempuan mengalami kekerasan, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan luka fisik, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap martabat, keamanan, dan ketenangan hidup korban dalam kesehariannya.[footnoteRef:3] [3:  Ninik Rahayu, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm. 27.] 

Penganiayaan terhadap perempuan merupakan perbuatan yang menyerang kepentingan hukum, khususnya perlindungan terhadap tubuh, keselamatan, dan kehormatan pribadi korban. Hukum pidana hadir bukan hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk menegaskan bahwa setiap orang, termasuk perempuan, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari tindakan kekerasan. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap perkara penganiayaan perempuan penting dilakukan untuk melihat bagaimana unsur-unsur tindak pidana dibuktikan serta bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik..[footnoteRef:4] [4:  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 121.] 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana penganiayaan melalui Pasal 466 KUHP. Pasal ini pada dasarnya menjadi dasar hukum utama dalam menilai apakah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku telah memenuhi unsur menyerang tubuh orang lain hingga menimbulkan rasa sakit atau luka. Dengan demikian, Pasal 466 KUHP menjadi landasan yuridis yang sangat relevan untuk menganalisis kasus-kasus penganiayaan terhadap perempuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.[footnoteRef:5] [5:  Pasal 466 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya penganiayaan terhadap perempuan berkaitan dengan masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat. Budaya ini menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan, sedangkan perempuan berada pada posisi yang lebih lemah dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Akibatnya, tindakan kekerasan sering dianggap sebagai persoalan rumah tangga biasa dan bukan sebagai pelanggaran terhadap hak perempuan. Kondisi ini membuat korban cenderung diam, merasa malu, takut melapor, atau memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Dengan demikian, faktor sosial seperti budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa, rendahnya pendidikan, tekanan keluarga, dan anggapan bahwa kekerasan adalah urusan privat menjadi penyebab penting yang memperbesar kerentanan perempuan mengalami penganiayaan.[footnoteRef:6] [6:  Indahwati Dakhi et al., “Analisis Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Nias Selatan,” PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat 10, no. 1 (2026): 1620–1621, 1630–1632.] 

Faktor hukum yang mempengaruhi penganiayaan terhadap perempuan berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman korban terhadap hak-haknya, serta lemahnya akses terhadap layanan perlindungan hukum. Meskipun telah tersedia aturan hukum seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak, pelaksanaannya masih menghadapi kendala. Banyak korban belum mengetahui prosedur pelaporan, takut menghadapi proses hukum, atau tidak percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti dengan baik.[footnoteRef:7] [7:  Ibid] 

Adapun gambaran jumlah kasus dan bentuk pertanggungjawabannya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.1 Jumlah Kasus Penganiayaan di Polres Batubara
	Tahun
	Jumlah Kasus

	2021
	3

	2022
	5

	2023
	3

	2024
	6

	2025
	4


	Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah kasus penganiayaan di Polres Batubara selama tahun 2021–2025 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2021 terdapat 3 kasus, kemudian meningkat menjadi 5 kasus pada tahun 2022. Tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 3 kasus, namun pada tahun 2024 jumlah kasus naik menjadi 6 kasus sebagai angka tertinggi dalam periode tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah kasus menurun menjadi 4 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kasus penganiayaan masih terjadi setiap tahun, sehingga diperlukan upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban secara lebih konsisten.
Permasalahan tersebut tergambar dalam perkara yang ditangani oleh Polres Batu Bara. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan korban, perkara ini berawal dari dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa, 13 Mei 2025 sekitar pukul 23.30 WIB di Gang Saudara, Dusun I, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Korban bernama Siti Aminah menerangkan bahwa dirinya mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama MHD Rudi dan ia menyatakan bahwa korban dalam perkara tersebut adalah dirinya sendiri.[footnoteRef:8] [8:  Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban Siti Aminah, Polres Batu Bara, 22 Januari 2026, dan dokumen BAP perkara penganiayaan dalam file pengguna.] 

Menurut keterangan korban, peristiwa itu bermula ketika ia datang ke warung milik Nur Kamala untuk membeli rokok dan pada saat yang sama pelaku MHD Rudi datang dalam keadaan marah. Korban menerangkan bahwa pelaku sempat melemparkan sebuah tong berisi sampah ke arah Nur Kamala, namun tidak mengenai sasaran. Setelah itu, ketika korban berada dekat dengan pelaku, MHD Rudi melakukan pemukulan satu kali menggunakan tangan ke bagian pelipis korban. Keterangan ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan yang terjadi tidak berhenti pada pertengkaran lisan, tetapi telah berubah menjadi serangan fisik terhadap tubuh korban perempuan.[footnoteRef:9] [9:  Ibid] 

Permasalahan yang muncul dari BAP tersebut bukan hanya terletak pada adanya pemukulan, tetapi juga pada akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Dalam keterangannya, Siti Aminah menyatakan bahwa ia mengalami luka robek pada area pelipis akibat perbuatan pelaku. Korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian ia tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari selama sekitar satu minggu dan tidak melakukan perlawanan pada saat penganiayaan terjadi. Fakta ini memperlihatkan bahwa perbuatan pelaku memiliki dampak nyata terhadap kondisi fisik dan aktivitas korban.[footnoteRef:10] [10:  Ibid] 

Keterangan para saksi juga memperkuat adanya persoalan hukum dalam perkara ini. Saksi Suriana, yang merupakan anak korban, menerangkan bahwa ia melihat pelaku memukul Siti Aminah satu kali pada bagian pelipis setelah terjadi keributan di lokasi kejadian. Demikian pula saksi Eka Sartika yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia melihat MHD Rudi melakukan pemukulan satu kali terhadap Siti Aminah. Keterangan saksi-saksi tersebut menjadi penting karena menunjukkan adanya kesesuaian antara keterangan korban dengan pengamatan langsung dari orang yang berada di tempat kejadian.[footnoteRef:11] [11:  Ibid] 

Di sisi lain, dari Berita Acara Pemeriksaan tersangka juga tampak adanya persoalan hukum yang perlu dianalisis lebih lanjut. Tersangka MHD Rudi mengakui bahwa ia melakukan pemukulan satu kali terhadap Siti Aminah pada bagian pelipis menggunakan tangan. Tersangka menerangkan bahwa tindakan itu dilakukan dalam keadaan emosi setelah mendengar kata-kata yang menurutnya menyinggung dirinya dan almarhum istrinya. Keterangan tersangka ini menimbulkan permasalahan yuridis mengenai bagaimana hukum pidana menilai perbuatan pemukulan yang dilakukan secara sadar dalam keadaan marah, serta apakah alasan emosi dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.[footnoteRef:12] [12:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka MHD Rudi, Polres Batu Bara, 22 Januari 2026,] 

Berdasarkan fakta-fakta dalam BAP tersebut, terdapat beberapa permasalahan hukum yang menonjol. Pertama, adanya dugaan perbuatan pemukulan satu kali pada bagian pelipis korban perempuan. Kedua, adanya akibat nyata berupa luka robek dan terganggunya aktivitas korban selama beberapa hari. Ketiga, adanya kesesuaian antara keterangan korban, saksi, dan sebagian pengakuan tersangka mengenai terjadinya pemukulan. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak hanya penting dilihat sebagai konflik biasa di lingkungan masyarakat, tetapi sebagai peristiwa pidana yang perlu dianalisis berdasarkan unsur-unsur Pasal 466 KUHP.[footnoteRef:13]  [13:  Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban Siti Aminah, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Suriana, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Eka Sartika, dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka MHD Rudi, Polres Batu Bara, 22 Januari 2026.] 

Dalam perspektif hukum pidana, pembuktian tindak pidana penganiayaan tidak cukup hanya berdasarkan adanya hubungan konflik antara korban dan pelaku, tetapi harus melihat secara cermat perbuatan apa yang dilakukan, akibat apa yang timbul, dan bagaimana hubungan antara tindakan pelaku dengan luka yang dialami korban. Oleh karena itu, perkara di Polres Batu Bara ini relevan untuk dikaji karena menghadirkan fakta-fakta konkret tentang korban perempuan, tindakan pemukulan, akibat luka pada tubuh korban, serta proses pemeriksaan hukum terhadap pelaku.[footnoteRef:14] [14:  Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 110.] 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 466 KUHP (Studi Kasus di Polres Batu Bara)”.
[bookmark: _Toc232115443]B. 	Rumusan Masalah
 	Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana bentuk penganiayaan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah hukum Polres Batu Bara?
2. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan di Polres Batu Bara?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan terhadap perempuan berdasarkan hasil penyidikan di Polres Batu Bara?
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   	Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Menjelaskan dan menganalisis bentuk penganiayaan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah hukum Polres Batu Bara
2. Mengkaji proses penyidikan tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan di Polres Batu Bara.
3. Menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan terhadap perempuan berdasarkan hasil penyidikan di Polres Batu Bara.
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Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, penerapan Pasal 466 KUHP, dan pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap perempuan sebagai korban. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai pembuktian unsur-unsur penganiayaan, perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan, serta penerapan norma hukum pidana dalam penanganan perkara penganiayaan.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Polres Batu Bara, sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan terhadap perempuan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu penyidik, penuntut umum, serta pihak terkait lainnya dalam menganalisis unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, menilai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, dan menerapkan Pasal 466 KUHP secara tepat, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang lebih profesional, objektif, cermat, dan akuntabel dalam penanganan perkara penganiayaan terhadap perempuan di Polres Batubara. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum pidana serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
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